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MINIMAL 40 PERSEN ANGGARAN

Gunakan Produk Dalam Negeri, Hindari Bajakan
AMANKAN PASOKAN BAHAN BAKU

Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan APBN

“Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dan Kuasa Pengguna Anggar-

an (KPA) harus terus melakukan ko-

munikasi dalam pemilihan barang

dan jasa yang akan digunakan, kare-

na merupakan kewajiban tim penge-

lolaan anggaran untuk mempriori-

taskan penggunaan produk dalam

negeri,” jelasnya.

Menurut Nur Tri Aries selain

penggunaan produk dalam negeri,

juga harus menggunakan jasa yang

berasal dari dalam negeri dan

menghindari barang bajakan.

“Hindari barang bajakan dengan

secara proaktif cari tahu mengenai

asal barang dan mengikuti panduan

nilai Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN),” pesannya.

Sementara itu, Kepala Biro Mana-

jemen Barang Milik Negara dan

Pengadaan, Arywarti Marganingsih,

berpesan bahwa pengelola anggaran

harus merencanakan, mengalokasi-

kan, dan merealisasikan paling sedi-

kit 40% nilai anggaran belanja/jasa

untuk menggunakan produk

UMKM dan Koperasi dari hasil pro-

duksi dalam negeri.

“Tujuan dari penyusunan pedo-

man aturan penggunaan produk da-

lam negeri adalah untuk menjadi

acuan bagi segenap pejabat dan pe-

gawai terutama pengelola anggaran

di lingkungan BRIN dalam men-

dorong dan menciptakan ekosistem

penggunaan produksi dalam negeri,”

tutupnya. 

Inspektur 1 BRIN, Arief Hedianto,

menyampaikan bahwa gerakan pe-

nggunaan produk dalam negeri su-

dah disuarakan sejak presiden perta-

ma Indonesia. Diawali program Aku

Cinta Indonesia, 100% Indonesia

hingga Bangga Buatan Indonesia.

“Fundamental ekonomi kita

lemah, karena kita tergantung de-

ngan produk produk impor, hal ini

sangat terasa ketika kita mengalami

krisis ekonomi di tahun 1997 - 1998.

Namun berbeda dengan keadaan

yang terjadi pada krisis yang terjadi

di era pandemi Covid, pada masa

pandemi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) merupakan pro-

duk yang eksis di era pandemi covid,”

jelas Arief.  
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JAKARTA (KR) - Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Terting-

gal Dan Transmigrasi (Kemendes

PDTT) menyebutkan dari 75.265 desa

sebanyak 33.902 desa atau 45,04

persen saat ini memiliki fasilitas per-

pustakaan atau taman bacaan.

Direktur Jenderal Pembangunan

Desa dan Perdesaan Kementerian

Desa PDTT Sugito menyatakan, dari

33.902 desa itu sebanyak 30.177 desa

di antaranya telah mampu meman-

faatkan dan mengoptimalkan fasilitas

perpustakaan atau taman bacaan

yang dimiliki. “Pengetahuan masya-

rakat akan berdampak pada upaya

menggerakkan berbagai potensi

ekonomi maupun menjaga lingkung-

an di desa,” katanya dalam Rapat

Dengar Pendapat (RDP) bersama

Komisi X DPR RI, Rabu (20/9).

Sugito menjelaskan, aspek pen-

didikan merupakan investasi pen-

ting bagi masa depan bangsa, karena

mampu mencetak sumberdaya

manusia yang berkualitas dan ber-

daya saing. Oleh sebab itu, ia menu-

turkan, Kemendes PDTT juga memi-

liki tanggung jawab untuk mening-

katkan literasi masyarakat karena

akan berdampak pada tingkat

ekonomi, kesejahteraan hingga ke-

lestarian lingkungan di desa. “Maka

pemerintah desa bersama-sama

memastikan ketersediaan dan keter-

jangkauan layanan pendidikan yang

berkualitas bagi warga desa serta ak-

ses yang mudah bagi desa terhadap

layanan pendidikan,” katanya.

Upaya yang dilakukan Kemendes

PDTT untuk menciptakan SDM

yang berkualitas adalah dengan me-

mastikan adanya akses yang mudah

dari anak-anak di desa menuju

PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/-

MAdengan akreditasi minimal B.

Selain itu, akses anak-anak di desa

menuju pesantren juga sudah men-

capai 100 persen serta angka melek

aksara latin dan non latin pada pen-

duduk usia di atas 15 tahun sudah

mencapai 100 persen. (Ant)-f

SLEMAN (KR) - PT

Pupuk Indonesia (Persero)

melalui anak usahanya

melakukan penandata-

nganan kontrak perjanjian

jual beli gas (PJBG), de-

ngan beberapa perusaha-

an migas. Hal itu untuk

mendukung keberlang-

sungan dan peningkatan

kapasitas produksi pupuk

di masa akan datang.

Direktur Utama Pupuk

Indonesia, Rahmad Priba-

di menyatakan bahwa

komitmen pemenuhan pa-

sokan gas bagi industri

pupuk merupakan komit-

men bersama dalam men-

dukung program prioritas

Pemerintah seperti keta-

hanan pangan nasional

hingga Proyek Strategis

Nasional (PSN).

“Kami menyambut baik

dukungan penuh pemerin-

tah untuk pemenuhan gas

bagi Pupuk Indonesia

Grup. Penandatanganan

perjanjian jual beli gas

yang dilakukan oleh anak

perusahaan Pupuk Indo-

nesia ini tentunya akan

berdampak positif bagi in-

dustri pupuk nasional,”

demikian ungkap Rahmad

acara International Con-

vention Indonesia Up-

stream Oil & gas 2023

(IOG) di Bali, kemarin.

Penandatanganan di-

lakukan Dirut  PT Pusri

Palembang (PSP) Tri

Wahyudi Saleh, Dirut PT

Pupuk Kaltim (PKT) Budi

Wahju Soesilo, dan Direk-

tur Portofolio & Pengem-

bangan Usaha PT Petro-

kimia Gresik (PG) Digna

Jatiningsih dengan be-

berapa Kontraktor Kon-

trak Kerja Sama (KKKS)

seperti PT Medco E&P

Indonesia, PT Medco E&P

Lematang, PT Pertamina

EP Cepu, Genting Oil Ka-

suri Pte. Ltd, dan Husky

CNOOC Madura Ltd. Tu-

rut menyaksikan penan-

datangan adalah Menteri

Investasi/Kepala BKPM

Bahlil Lahadalia, Kepala

SKK Migas Dwi Soetjipto,

Direktur Portofolio & Pe-

ngembangan Usaha Pu-

puk Indonesia, Jamsaton

Nababan.

Sementara itu, Kepala

SKK Migas, Dwi Soetjipto

mengatakan bahwa komit-

men pemenuhan pasokan

gas menjadi hal penting

dalam mendukung pro-

gram hilirisasi nasional.

Menurut Dwi, Pemerintah

akan memberikan insentif

demi meningkatkan pro-

duksi gas khususnya kepa-

da lapangan-lapangan

minyak dan gas (migas).

Anak perusahaan Pu-

puk Indonesia yang me-

lakukan penandatangan-

an jual beli gas adalah PT

Pupuk Kaltim dengan

Genting Oil Kasuri Pte.

Ltd dengan volume 102

MMSCFD. Aliran gas baru

akan dimulai pada kuartal

IV tahun 2027. Perjanjian

ini bertujuan untuk me-

mastikan keberhasilan

proyek pabrik amoniak

urea kawasan industri pu-

puk Fakfak, Papua Barat.

Selanjutnya, PT Pupuk

Sriwidjaja Palembang me-

lakukan kerjasama jual

beli gas dengan Medco

E&P Indonesia dan Medco

E&P Lematang dengan vo-

lume harian sekitar 5 BB-

TUD sampai 18 BBTUD

yang akan dimulai pada

tahun 2023.

PT Petrokimia Gresik

melakukan kerjasama jual

beli gas dengan dua per-

usahaan sekaligus, yaitu

Pertamina EP Cepu de-

ngan volume gas sebesar

15 MMSCFD. Selanjutnya

dengan Husky CNOOC

Madura Ltd, di mana seba-

gai bentuk pengamanan

pasokan gas jangka Pan-

jang apabila sumur-sumur

gas eksisting telah meng-

alami deklinasi.       (Sni)-d

YOGYA (KR) - Para pela-

ku korupsi di Indonesia sela-

ma ini terlihat tidak takut

dengan ancaman hukuman

penjara. Mereka telah berhi-

tung dengan perbuatan ko-

rupsi yang dilakukan akan

jauh memperkaya mereka,

dibandingkan pensiun de-

ngan cara wajar. Oleh karena

itu, yang ditakutkan para ko-

ruptor justru pemiskinan de-

ngan penyitaan aset yang

diduga hasil korupsi.

“Karenanya, penguatan

sistem antikorupsi akan di-

wujudkan melalui strategi

optimalisasi mekanisme pe-

mulihan dan pengelolaan

aset hasil tindak pidana ko-

rupsi dalam sistem peradilan

secara menyeluruh serta pe-

manfaatannya untuk men-

dukung pembangunan,”

tegas Direktur Pelacakan

Aset, Pengelolaan Barang

Bukti dan Eksekusi Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK) Mungki Hadi Pratikto

dalam Diskusi Terbuka,

Rabu (20/9) di kampus UAJY.

Bersama narasumber lain-

nya, Dosen dan Lawyer Bi-

bianus Hengky Widhi Antoro

SH MH membawakan ma-

teri Optimalisasi Pemulihan

Kerugian Keuangan Negara

melalui Upaya Asset

Recovery dengan moderator

Mahasiswa FH UAJY Ketua

Komunitas Antikorupsi UA-

JY #7 Rafael Felix Kurnia-

wan. Sebelumnya acara dibu-

ka Kepala Biro Humas KPK

Yuyuk Andriati Iskak selaku

pembicara kunci.

“Sesuai Peraturan Jaksa

Agung (Perja) 3/2014, pemu-

lihan aset adalah proses yang

meliputi penelusuran, penga-

manan, pemeliharaan, pe-

rampasan, pengembalian

dan pelepasan aset tindak pi-

dana atau barang milik ne-

gara yang dikuasai pihak

lain kepada korban atau

yang berhak pada setiap

tahap penegakan hukum,”

terangnya.

Sedangkan, Bibianus me-

nyebutkan, External Legal

Culture berupa sikap masya-

rakat yang enggan mem-

berikan informasi adanya

pelaku tindak pidana korupsi

atau harta benda yang dimi-

liki oleh pelaku kejahatan di

lingkungannya menunjukkan

adanya budaya hukum ma-

syarakat yang belum mendu-

kung penegakan hukum tin-

dak pidana korupsi.     (Vin)-f

KR-Juvintarto

Narasumber foto bersama usai Diskusi Terbuka di UAJY.

KR-Istimewa

Pupuk Indonesia grup menandatangani kontrak

PJBG.

BOGOR (KR) -Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), men-
canangkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal
ini terus disosialisasikan bersamaan dengan disusunnya per-
aturan badan untuk menggunakan produk dalam negeri baik
berupa barang maupun jasa. Demikian  kata Plt. Sekretaris
Utama, Nur Tri Aries Suestiningtyas kepada para petugas
pengelolaan anggaran BRIN pada Workshop Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri di   Cibinong kemarin.

SLEMAN (KR) - APBN yang me-

miliki fungsi alokasi, distribusi,

shock absorber mengamanatkan

sasaran pembangunan ekonomi

yang meliputi penurunan tingkat ke-

miskinan, tingkat pengangguran ter-

buka, gini ratio, indeks pembangun-

an manusia, nilai tukar petani dan

nilai tukar nelayan. Untuk pencapa-

ian Pembangunan Ekonomi

Berkelanjutan, APBN hadir antara

lain untuk pengendalian inflasi, pen-

gentasan kemiskinan ekstrem, penu-

runan prevelensi stunting dan pe-

ningkatan investasi. 

Hal ini disampaikan Kepala Kan-

wil Dirjen Perbendaharaan (DJPb)

DIY Agung Yulianta dalam Exe-

cutive Dialogue bertema ‘Mengawal

Pencapaian Pembangunan Ekonomi

Berkelanjutan Melalui Belanja Ber-

kualitas’ di Hotel Grand Diamond

Yogyakarta, Rabu (20/9).

Kegiatan ini dihadiri para Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) baik se-

cara luring maupun daring.

“ Belanja pengendalian inflasi

melalui program Infrastruktur

Konektivitas, Ketahanan Sumber

Daya Air, Ketersediaan, Akses dan

Konsumsi Pangan Berkualitas, serta

Penyediaan dan Pelayanan Infor-

masi Statistik dengan pagu Rp1,47

triliun dan realisasi Rp 407,30 miliar

atau 27,71% dari pagu, dengan rata-

rata capaian fisik 62,71%. Alokasi

APBN untuk penurunan angka

stunting di wilayah DIY Rp 62,84 mi-

liar dengan realisasi Rp 30,72 miliar

atau 48,89% dari pagu dengan rata-

rata penyelesaian fisik 58,55% per

Agustus 2023,” paparnya.

Agung menyatakan pengentasan

kemiskinan ekstrim antara lain

melalui Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa (BLT DD}.dengan pagu

Rp 130,96 miliar dan realisasi Rp

51,12 miliar atau 39,03% pagu de-

ngan total jumlah KPM 18.933

kepala keluarga serta peningkatan

rumah layak huni dan infrastruktur

permukiman berbasis masyarakat

yang dialokasikan sebesar Rp 909,29

miliar dengan realisasi Rp 489,74

miliar atau 53,5% dari pagu dan ra-

ta-rata capaian fisik 50,6%. 

“Sementara itu, belanja untuk pe-

ningkatan investasi antara lain

melalui Pembangunan, Rehabilitasi

dan Renovasi Sarpras PTN,

Bendungan, Dukungan Penanganan

Jembatan Daerah, alat kesehatan,

Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu

dan anak, dengan pagu Rp 4,08 trili-

un yang realisasi sampai dengan

Agustus Rp 1.814,67 miliar atau

44,48% dari pagu dengan rata-rata

penyelesaian Fisik 64,71%,”pa-

parnya.

Sebagai bentuk penghargaan dan

memberikan motivasi untuk berkin-

erja lebih baik, Kanwil DJPb DIY

menganugerahkan Indikator

Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Award Semester I TA 2023 dan

Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) Award TA

2022.  (Ira)-d


